WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa dengan adanya dinamika ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu
dilakukan penyempurnaan dan/atau perubahan keempat atas Peraturan
Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring ‘dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang dituangkan dalam Peraturan
Walikota Mojokerto.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

ahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

ahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota

Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);




10.

2

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3208) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); '

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456) :

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan = Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan -
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5246) -

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang -Organisasi
Kermasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5430) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;



11.

12.

13.

14.

19.

16.

7.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang' Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); '

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembafan Negara Republik Indonesia Nomor 4737) :

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165) :

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana'telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

- 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah

~dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;



‘Menetapkan :

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang o

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi Jawa Timur ; |

20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun
2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PENGANGGARAN,  PELAKSANAAN  DAN  PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING

- DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun
2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah
terakhir kalinya dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 71 Tahun
2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor
6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial,
diubah sebagai berikut : '

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :



“Pasal 1

. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah. '

. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atauh
Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah
kota.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang '
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuahgan daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku |
pengguna anggaran/barang.

. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala
daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan. '



10.

11.
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14.

15.

16.

17.

18.

| Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat -

RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah. '

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja sétiap SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain,
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan,
Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

‘tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang
dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.

Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampai krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak

~ diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan

tidak dapat hidup dalam kondisi wayjar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat
NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah
daerah dengan penerima hibah.

‘Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.”



2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

a.
b.

C.

Pemerintah Pusat;
Pemerintah Daerah Lain;

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
dan/atau

Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia.”

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

"Pasal 6

Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari
kementrian/lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah
kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan. '

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah
otonom baru hasil pemekaran daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturans
perundang-undangan.

Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 huruf ¢ diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam
rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. R

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada organisast
kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan.’

4. ‘Ketentu.an Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:



(1)
(2)

(3)

"Pasal 7

Dihapus.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan
paling sedikit : |

d.

- d.

Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai
ketentuan peratluran perundang-undangan;

Telah terdaftar dalam pemerintah Kota Mojokerto setempat
seku'rang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ketentuan lain oleh
peraturan perundang-undangan;

. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kota

Mojokerto; dan

Memiliki sekretariat tetap.

Hibah kepada Badan dan Lembaga yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :

d.

Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba,
sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

Badan dan [embaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba,
sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan

- Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Walikota;

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) sebagaimana dimaksud pada huruf '
b, adalah :

1) akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat
AD atau AD dan ART:

2) program kerja;
3) susunan pengurus;
4) surat keterangan domisili;

5) NPWP atas nama badan/lembaga;

6) surat pernyataan tidak dalam sengketé kepengurusan atau
tidak dalam perkara di pengadilan; dan

/) surat kesanggupan melaporkan kegiatan.



Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Aga.r setiap orang dapat mengetahuihya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Mei 2018

WALIKOTA MQJUKERTO

td

MAZ UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Mei 2016
YEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 32
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007




